
PEMERINTAH KABUPATEN MLINA

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR O5 renuN 2011

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

: a. bahwa berCasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2g
Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerlh, maki peraturan
Daerah Kabupaten.Daerah Tingkat ll Muna Nomor 4 Tahun 1g98 tentang pajak
Penerangan Jalan dipandang perlu untuk diadakan peninjauan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
'dimaksud 

pada huruf a dan
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang pajak penerangan Jalan.

:1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gS9 Nomor
T4,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1gZ2):

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Unclang-undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republil< lndonesia Tahun 1g81 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 30Bg);

3. Undang-Undang Nomor '10 Tahun 2OA4 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
353, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 43s9);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Talrun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik- lndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor443g);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor SOag);

7. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor5052);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140);

9. Ppraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor4593);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Gara Pemberian dan
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 1ig, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor g1 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tarnbahan
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor SlTg);

Mengingat
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12'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan JenisProduk Hukum Daerah;
13'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyusunan

Produk Hukum Daerah;
14' Peraturan lVlenteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerahdan Berita Daerah;
1s'Peraturan Menteri.Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 200T tentang pengawasan

Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah;
16' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17'Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang penyidik

Pegawai Negeri sipil (Lembaran Daerah rahun ze02 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMTURAN DAERAI.I TENTANG PAJAK PENER.ANGAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4- Dewan Penruakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna; 
-

5. Dinas adalah Dinas Pertambangan clan Energi Kabupaten Muna;
6. Kepala Dinas acJalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-unciangan;
8. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau nrorJal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak meia(ukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseronan komanditer, perseroan lainnya, *dan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

10. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik yang dihasilkan
diperoleh dari sumber lain;

1 1. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;

sendiri maupun yang

tenaga listrik, baik yang

12.

13.
14.

Perusahaan Listrik Negara adalah Perusalraan Listrik Negara yang disingkat PLN
(Persero) Ranting Raha Cabang Bau-Bau;
subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meriputi pembayar pajak, pemotong
pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban pe4iajakan sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang-.undangan perpajakan daerah;'
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15' P-ajak yalo ter.utang adalah pajak yang harus r)ibayar pada suatu saat, dalamMasa Pajak, dalam Tahun pajak,' atju dalarn urbir" ranun na;ak' menurutketentuan peraturan perundang-Lndangan perpajakan daerah;16' Pemungutan adalah suatu rangkaian-kegiatan'mulai dari penghimpunan dataobvek dan subvek pajak, penlntuan u6sarnva pajat yanj 6;;i;"g sampaikegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak 
""rt, i"ngawasan penyetorannya;17' surat Pemberitahyln Pajak Daerah, yanj selanjutnya disingkat spTpD, adatahsurat yang oleh.wajib fajak digunakan un-iuk metatortan p"irghitrng"rldanlatau

pembayaran paj3k, objek pajak dan/atau bukan ool"t pajak, ianlatiu harta dankewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;1B' surat setoran, pajak Daerah, yang seranjutnya disingkat sSpD, adalah buktipembayaran 
lt1r. penyetoran pajak- yang telah dilakukin oengan 

'menlgunaran
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerlh melalli tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Bufati;

19. l:r!. Ketetapan pajak Daerah Ku.rang Bayar, yang seranjutnya disingkat
SKPDKB, adalah sur.at ketetapan pajak ving n 

"n"ntltai 
oesarriva jlmlan pokorpajak, jumlah 

.kredit .paja[, jumrah t<ekirangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak iang masin h"rus di'bayar;20. surat Ketetapan pajak Daerah Kurang ri"v"r iambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetJpan iajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan;

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKpDLB,
adalah surat ketetapan pajak valg menenturai jumtan rbteoinai pembayaran
pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar darifada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang;

22' Surat Keketapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjunya disingkat SKpDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pJiar sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak ierutang dan ticiali ada kredit pajak;-

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya Cisingkat STPD, adatah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adhinistratif berupa bunga
dan/atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan
Tenaga Listrik.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun yang diperoleh dari sumber lain;

(2) Tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah tenaga
listrik yang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun perusahaan listrik lainnya.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1j meliputi
seluruh pembangkit tenaga listrik;

(4) Dikecualikan dari objek pajak adatah :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu
yang tidak memerlukan izin dari instansiteknis terkait;

d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik;
wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengguniran tenaga latrk;
Dalam h.altenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wJjib pajak adalah penyedia
tenaga listrik.

(1)
(2)
(3)

I



BAB III
DASAR PENGENAAN

DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai
Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung
berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu
pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah;

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh
Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan tenaga listrik yang berasat dari sumber lain bukan untuk golongan
industri, pertambahan minyak bumi dan gas alam sebesar 7 % (tujuh persen);

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain untuk golongan industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,59'o (satu koma lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

BAB tV
WTLAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik;
(2) Hasil penerimaan pajak sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

BAB V
MASA PAJAK

Pasal 9

(1)Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau
jangka lain yang ditetapkan;

(2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

(1) Pemungutan Pajak dilarang untuk diborongkan;
(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan

berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT;
(3) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar,

lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harisetelah berakhirnya masa pajak.

T
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Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a. angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak;

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b. dikenakan sanksi adminstrstif berupa kenaikan sebesar
100 % (seratus persen) darijumlah kekurangan pajak tersebut;

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a. angka 3) dikenakan sanksi adrninistratif berupa kenaikan sebesar 25 o/o

(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling larna 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 12

(1) Tata Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 13

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat

salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa
bunga sebesar 2 o/o (dua persen) setiap bulan untuk paling larna 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.
Bentuk dan isi STPD, serta tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan
Peraturan Bupati.

(1)

(2)

t;:

(3)



BAB VII
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 14

(1) Bupati menentukan tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak;

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbltkan;

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 o/o (dua
persen) setiap bulan;

(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau ternpat pembayaran lain
yang ditunjuk Bupati;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang
dibayar oleh Wajib Pajak pada walctunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keberatan dan Banding

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a, SKBPKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), kecualijika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar l<ekuasaannya;

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujuiWajib Pajak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos
tercatat sebagaitanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 17

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberikeputusan atas keberatan yang diajukan;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabutkan.

ll't



Pasal 1B

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajal< terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa lndonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut;
Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 19

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan;

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihltung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB;

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 o/o (lima puluh persen)
darijumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan;

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau

Penguran gan Sanksi Administratif

Pasal 20

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Kepala daerah dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda

dan kenaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
mengurangkan atau membatalkan STPD;
membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;
mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, dan
mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimna
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

(2)

(3)

b.

c.
d.

e.

f.

t



BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hatus memberikan keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabita Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pa.iak tersebut;
(5) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB;

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)

bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak;

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(i) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjacli kadaluvvarsa setelah melampaui

waktu 5 (lima) tahun ternitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib

Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
(Z) Ka'daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan uting pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak

langsung.
(3) Dalam halliterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian

Surat Paksa tersebut;
(4) pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah fifTrliU'e"jrk dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang secara tidak lingsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurui b dapat diletahui dari pengaJuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak'

Pasal 23

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
(z) k"pat" Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah

kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (10);

(3) Tata cara pengnJpusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan

Peraturan BuPati.

/,
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BAB X

PEMERIKSAAN

Pasal 24

(1) Kepala Daerah benruenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokurnen yang menjadi
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objel< pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajakterutang ditetapkan secara jabatan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah,

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Tenaga Ahli
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daeralt untuk
rnemberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau lnstansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan
daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis
dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata,
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak
yang ada padanya;

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengarr keterangan yang diminta.

L.
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BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Daerah;
(Z) WJwenang eenyiOif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak piOana di bidang perpajakan daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak Pidana PerPajakan daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti ctari orang pribadi Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, Oan dot<umen lain berkenaan dengan tindak pidana

di bidang PerPajakan daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mencJapatkan bahan bukti pembukuan'

pencatatan,'dan-iokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan

buktitersebut;
f. meminta baniuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
g. rnenyuiuh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedairg berlangsung dan memeriksa identitas

orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 
.

h. memotret seseorang yang berkaitan d6ngan tindak pidana perpajakan daerah;

i. memanggii orang 
-rintul didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan, dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerahsesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(3) Penyidik sebaiaimana dimaksud puOu aya!.. (1) memberitahukan dimulainya\-/ 
p"nyiOit "n dai menyampaikan hasil penyidikannya kepada. Penuntut Umum

metatui RenyiOit< Pejabat kepolisian Negara Republik lndonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana'

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi

dengan tidak beiar atau tidak lengliap atau mela.mpirkan keterangan yang tidak

benar sefringga merugikan keuarigan Daerah dapat dip.idana dengan pidana

kurungan pai;;rarna r"isatu) tahun"atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar; 
-:,--- on.rnh a{a

(Z) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan .SPTPD atau mengtst

dengan tidaX beriar ataii tiOaX l6ngXap atau melampirkan keterangan yang tidak

benar seningJa merugikan keuaigan Daerah dapat dipi-dana dengan pidana

kurungan paling lama 2 tOual tanun'itau piOana denda paling banyak 4 (empat)

kalijumtal'r pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar'

Pasal 29

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau,berakhirnya Masa Pajak atau

berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau beiafhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan'

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, merupakan penerimaan negara'
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

(1) Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang
didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu;

(2) Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak
yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian
dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
p'J"Engg;i ta'6 - 2011

H. L.M. BAH

Diundangkan di Raha
padatanggal zl-6'2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. MUNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 201 1

NOMOR: Q[

h
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ll.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR O.f TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan
sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat,
seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pemeriniah Kabupaten Muna memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan jenis-jenis
pungutan termasuk pajak yang merupakan sumber penerimaan bagi Pendapatan Asli Daera.h.

Oleh karena itu, disadiri O-anwa pemanfaatan tenaga listrik di Kabupaten fVluna cukup potensial

sebagai salah satu jenis sumber pajak sehingga perlu cliatur kembali dan dilakukan penyesuaian

terhadap regulasi yang selama ini memayungi pelaksanaan pungutan pajak pemanfatan tenaga
listrik atau Pajak Penerangan Jalan yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak
Penerangan Jalan. Penyesuaian terhadap peraturan daerah tersebut diarahkan untuk
meningkitkan rasa keadilan bagi wajib pa.iak, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan

akuntabilitas pengenaan pungutan. Dengan demikian diharapkan pajak yang dikenakan dapat
memberikan keseJ'ahteraan bagi masyarakat, memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia
usaha, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalarn memenuhi kewajiban perpajakannya'

PASAL DEMI PASAL

Pasal '1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal I

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

L
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Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR : Of
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